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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan respons sekolah terhadap
siswanya yang berkonflik dengan hukum. Temuan dalam penelitiaﬁ'ni adalah bahwa
sekolah yang direpresentasikan oleh para guru belum memahami hak-hak dasar anak
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak karena tidak satu pun
dari guru tersebut pernah membaca undang-undang itu. Namun demikian, para guru
tersebut menyatakan bahwa anak harus mendapatkan hak atas pendidikan. Sekolah
menganggap bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tersebut disebabkan lemahnya
pengawasan orang tua dan lingkungan yang buruk. Terhadap anak-anak tersebut, sebagian
sekolah mengambil tindakan pendisiplinan dengan cara mengeluarkan mereka dari
sekolah. Alasanya, telah mencemarkan nama sekolah dan berpotensi menularkan
kenakalan terhadap anak yang lain. Beberapa sekolah mengambil keputusan untuk tetap
memberi kesempatan pada anak tersebut untuk bersekolah dengan jaminan komitmen
orang tua untuk melakukan pengawasan secara lebih ketat, dan beberapa sekolah lainnya
tetap memberi kesempatan anak bersekolah dengan cara memberikan perhatian khusus dan

meningkatkan intensitas komunikasi dengan orang tuanya.
Kata kunci: anak berkonflik dengan hukum, respons, sekolah, pendisiplinan

ABSTRACT
This research aims to analyze and explain schools response toward their children in
conflict the law. The findings show that schools represented by the teachers do not

comprehend the basic rights of children included in Children Protection Act since none of
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them have read it. Nevertheless, they stated that the students must obtain their right for

education. The schools claimed that the the children in conflict with the law are possibly
caused by poor supervision of parents and environment as well. Towards those students,
the schools considered that they wviolate the school’s disciplinary enforcement;
consequently, they are dismissed from the school. The school said that they have defamed
the school” reputation as well as tend to bring bad impact on other students. Some schools,
however, allow them to stay studying at school by demanding strong commitment of their
parents to keep their eyes on them. Meanwhile, some others allow them to study with

highly particular attention and more intense communication with their parents.

Keywords: children in conflict with the law, response, school, disciplinary enforcement

PENDAHULUAN

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam istilah internasional disebut
dengan children in conflict with the law, merupakan istilah yang digunakan terhadap anak
yang disangka, didakwa maupun dipidana dalam masalah hukum. Komisi Perlindungan
Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa hingga akhir 2011 terdapat sebanyak 7.000
lebih ABH disidang di pengadilan, dan 90 persen diantaranya diproses pidana dan harus
masuk lapas anak (Kompas, 20 Januari 2012). Sementara itu, berdasarkan laporan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah anak nakal atau anak pelaku tindak pidana di
seluruh Indonesia pada tahun 2012 mencapai sebanyak 5.358 anak (Profil Anak Indonesia
2013).

Dalam Konvensi Hak Anak, ABH dikategorikan sebagai anak dalam kelompok
rentan (vulnerable groups) yang membutuhkan perlindungan khusus (children in need of
special protection). Hal ini disebabkan ABH rentan menjadi korban tindak kekerasan, baik
fisik maupun psikis oleh aparat penegak hukum manakala ia ditangkap dan ditahan.
Kematian seorang anak di tahanan kepolisian (Tulungagung dan Surabaya) dan dua anak
kakak beradik 14 tahun dan 17 tahun yang meninggal di tahanan kepolisian sektor (Polsek)
Sijunjung Sumatera Barat, serta anak yang menemukan sandal jepit dipukuli oleh anggota
brimob dan dinyatakan bersalah melakukan pencurian di Palu (Kompas, 20 Januari 2012),
merupakan bukti masih adanya kekerasan yang dialami oleh ABH. Kerentanan ABH
tersebut telah mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan revisi atas peraturan

perundang-undangan yang ada. Jika pada UU No. 3 Tahun 1977 tentang Pengadilan Anak
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belum secara tegas mengatur tentang mekanisme keadilan restoratif bagi ABH, namun
pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah
secara tegas mengamanahkannya. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan: Sistem Peradilan Pidana
Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya, dalam Pasal 5 ayat
(3) disebutkan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan pendekatan
keadilan restoratif, wajib diupayakan diversi.

Berdasarkan data yang dilaporkan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban
Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPT PKBGA) Kabupaten Banyumas bahwa jumlah
ABH pada tahun 2012 sebanyak 39 orang, pada tahun 2013 sebanyak 32 orang dan
meningkat menjadi 51 orang pada tahun 2014. Sebagian besar kasus ABH telah
diupayakan melalui mekanisme diversi untuk menjauhkan anak dari proses peradilan
formal dan berakhir dengan pemenjaraan. Diversi dilakukan demi kepentingan terbaik
anak, agar kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak-anak tersebut akan lebih
optimal. Namun demikian, harapan ini akan dapat dicapai jika upaya tersebuti juga
ditindak lanjuti oleh pihak-pihak terkait lainnya. Sebagaimana dilaporkan oleh PPT
PKBGA Kabupaten Banyumas, bahwa sebagian besar ABH sebagimana dilaporkan di atas
adalah berstatus sebagai pelajar. Berikut ditampikan data mengenai hal tersebut.

Tabel 1. Jumlah ABH dirinci menurut status pekerjaannya di Kabupaten Banyumas Tahun

2012 -2014
No. | Tindak Lanjut Tahun/Jumlah
2012 2013 2014

1. Pelajar 22 19 36
2. Buruh/swasta 5 3 9
: Pengamen 1 1 -
4. Tidak bekerja 11 9 6
Jumlah 39 32 51

Sumber: PPT PKBGA Kabupaten Banyumas

Demi mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan untuk menjamin tumbuh
kembang anak yang optimal, maka ABH terutama bagi yang masih sekolah harus
dipastikan bahwa mereka tetap mendapatkan akses untuk melanjutkan sekolahnya. Namun
demikian, hal ini akan sangat bergantung pada respons sekolah terhadap anak-anak

tersebut. Sekolah maupun guru masih memberikan stigma bagi anak-anak yang menjalani
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proses peradilan. Sehingga sejumlah sekolah, terutama sekolah favorit  lebih
mengutamakan reputasi sekolah daripada mempertimbangkan kepentingan anak yang
berkonflik dengan hukum. Mengeluarkan anak dari sekolah atau meminta anak pindah ke
sekolah lain merupakan langkah sekolah dalam mencegah kenakalan di lingkungan sekolah
(UNICEF, 2009). Pada titik inilah, kajian mengenai bagaimanakah respons sekolah
terhadap siswanya yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Banyumas sangat penting
untuk dikaji. Dalam rangka megetahui respons sekolah tersebut, penelitian ini difokuskan
untuk mengkaji dan menjelaskan: 1) pemahaman sekolah terhadap hak-hak anak; 2)
pandangan sekolah terhadap anak (siswa) yang berkonflik dengan hukum, dan 3) sikap dan
tindakan pendisiplinan yang dilakukan sekolah terhadap anak (siswa) yang berkonflik
dengan hukum

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam (Denzin
dan Lincoln, 2009) tentang pemahaman sekolah terhadap hak-hak anak; pandangan
sekolah terhadap anak (siswa) yang berkonflik dengan hukum, dan sikap dan tindakan
pendisiplinan yang dilakukan sekolah terhadap anak (siswa) yang berkonflik dengan
hukum. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri
dari guru bimbingan konseling dan kepala sekolah di beberapa sekolah
SD/SMP/SMA/sederajat, dimana siswanya pernah tercatat sebagai ABH di kantor
kepolisian di wilayah Kabupaten Banyumas, polisi, ABH, dan relawan pendamping dari
PPT PKBGA. Pengumpulan data dilakukan sejak Mei — awal September 2015 dengan cara
indept-interview (Moleong, 1990), focused group discussion (FGD) dan dokumentasi. Data
dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan model analisis
interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1988)
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pemahaman Sekolah terhadap Hak-Hak Anak

Schutz (1970) menjelaskan bahwa setiap individu berinteraksi dengan dunia dengan
“bekal pengetahuan™ yang terdiri atas konstruk-konstruk dan kategori-kategori “umum”™.
Bekal pengetahuan adalah satu-satunya sumber yang memungkinkan setiap individu untuk
menginterpretasi pengalaman, memahami maksud dan motivasi individu lain, memperoleh

pemahaman intersubjektif dan pada akhirnya mengupayakan tindakan. Mendasarkan pada
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pemikiran Schutz tersebut dapat dijelaskan bahwa pemahaman guru terhadap anak dengan
segala aspeknya (termasuk hak-hak anak) akan mempengaruhi cara mereka membangun
relasi dan komunikasi dengan anak, serta cara bertindak dan mengambil keputusan untuk
anak.

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan
dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah
daerah®®. Adapun hak dasar anak meliputi hak hidup, hak tumbuh kembang, hak
perlindungan dan hak partisipasi® . Keempat hak dasar anak tersebut dijabarkan ke dalam 5
kluster hak anak, yaitu 1) hak sipil dan kemerdekaan; 2) hak atas lingkungan keluarga dan
pengasuhan alternatif, 3) hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar; 4) hak atas
pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya; 5) hak untuk mendapatkan perlindungan
khusus (Konvensi Hak Anak). Dalam penelitian ini terungkap bahwa pengetahuan dan
pemahaman para guru tentang hak dasar anak masih sangat minim, sebagaimana
disampaikan oleh beberapa informan berikut ini:

”.... anak itu harus mendapatkan kasih sayang..” (Ibu Fa)

.....anak berhak mendapakan pendidikan..” (Ibu NH)

..... anak walau anak itu nakal harus dilindungi..” (Bp. Pur)

Selanjutnya, ketika ditanya siapa yang semestinya bertanggung jawab untuk
memenuhi hak anak tersebut, semuanya menyatakan bahwa yang pertama dan paling
utama bertanggung jawab adalah orang tua. Berikut penuturan para inforrman:

”

..... yang paling bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak ya orang tua...” (Bp.
TBS)

"...anak itu kan waktunya lebih banyak di rumah, di sekolah hanya beberapa jam.

Yang paling utama memenuhi hak anak ya semestinya orang tua..” (Ibu Kr)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para guru belum memahami jika sejatinya
tanggung jawab pemenuhan hak anak adalah menjadi tanggung jawab bersama (collective

responsibility) sebagaimana amanah undang-undang. Akibatnya, kepedulian dan kesadaran

* Angka 12, Pasal | Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagai perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
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guru terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak juga rendah. Sebagai contoh, guru atau
sekolah lebih mengedepankan hukuman bagi siswa yang terpaksa mencuri daripada
mencarikan solusi. Dalam banyak kasus, siswa tersebut terpaksa mencuri karena telah
ditelantarkan oleh orang tuanya, sementara setiap hari mereka harus melihat teman-
temannya jajan di kantin sekolah. Kasus tersebut semata-mata dilihat sebagai kesalahan
orang tua, sehingga sekolah tidak perlu merasa bertanggung jawab terhadap apa yang
dilakukan oleh siswanya.

Dalam penelitian ini juga terungkap bahwa tidak satu pun guru yang menjadi
informan pernah membaca undang-undang dan peraturan lainnya terkait perlindungan
anak. Mereka juga menyatakan belum pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi
mengenai KHA. Dari 4.389 orang guru yang ada di tingkat Sekolah Menengah Atas
(SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga pertengahan tahun 2015 baru 240
orang guru (5,47%) yang pernah mengikuti pelatihan tentang Konvensi Hak Anak™.

B. Pandangan Sekolah terhadap Anak (Siswa) yang Berkonflik dengan Hukum

Salah seorang penganut pemikiran Mead, Herbert Blumer menjelaskan bahwa
manusia bertindak (acr) terhadap sesuatu (thing) atas dasar makna (meaning) yang
dipunyai sesuatu tersebut baginya. Makna yang dipunyai tersebut muncul dari interaksi
sosial di antara dan antarindividu. Makna-makna itu ditetapkan dan dimodifikasi melalui
suatu proses interpretatif. Makna-makna digunakan dan direvisi sebagai alat yang
menuntun dan membentuk tindakan (dalam Schwandt, 1997). Melalui pemikiran Blumer
ini dapat dijelaskan bahwa tindakan sekolah (guru) terhadap siswa yang berkonflik dengan
hukum sangat bergantung dari bagaimana guru memandang dan memberi makna terhadap
siswa tersebut. Pengetahuan (stock of knowledge) yang dimiliki para guru tentang anak dan
hak-haknya turut membentuk bagaimana guru memberi makna terhadap anak tersebut.

Para guru menyatakan bahwa ABH disebabkan oleh kurangnya kasih sayang dan
pengawasan dari orang tua, salah dalam memilih teman, dan lingkungan yang buruk.
Berikut penuturan para inforrman:

“....kenapa anak-anak itu bisa seperti itu, ya umumnya karena kurangnya kasih

sayang dari orang tua. Orang tua terlalu sibuk dan kurang melakukan

pengawasan...” (Tbu SA)

* Wawancara dengan Kasubid Perlindungan Anak, Bapermas PKB Kabupaten Banyumas, 4 September
2015
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“...mereka itu salah dalam memilih teman dan bergaul, sehingga ya terpengaruh

oleh teman-temannya yang tidak baik...” (Bp. Pur)

“...anak-anak itu tinggal di lingkungan yang kurang baik. Pemudanya banyak yang
menganggur, suka mabuk-mabukan, nongrong-nongkrong sampai malam..akhirnya
va anak itu ikut-ikut.. (Ibu NH)

Keluarga dan lingkungan yang buruk memang turut andil dalam membentuk
perilaku yang menyimpang pada diri anak-anak dan remaja. keluarga yang patologis selalu
membuahkan masalah psikologis, konflik terbuka dan tertutup, serta menjadi penyebab
utama timbulnya juvenile delinquency (Kartono, 1992). Menurut Rosenbaum, Moran,
Chang & Pettit, terganggunya atau ketiadaan penerapan pemberian dukungan keluarga dan
praktek manajemen oleh orang tua secara konsisten berhubungan dengan tingkah laku
antisosial oleh anak-anak dan remaja (da/am Kurniasari, 2009). Penyimpangan dipelajari
melalui proses alih budaya (cultural transmission). Melalui proses belajar ini, seseorang
mempelajari suatu deviant subculture — suatu subkebudayaan menyimpang (Sutherland,
dalam Clinard, 1963).

Para guru tidak menyadari bahwa sesungguhnya sekolah secara perlahan telah
melakukan apa yang disebut dengan kekerasan simbolik (Bourdieu & Passeron, 1997).
Sekolah mensosialisasikan habitus-habitus atau budaya kelas atas secara terus-menerus
dengan berbagai cara. Materi dan buku-buku pelajaran banyak menyajikan dan
menggambarkan budaya kelas atas. Kebiasaan-kebiasaan siswa dari kelas atas setiap hari
diajarkan di sekolah, seperti pesta ulang tahun, kendaraan bermotor, les privat, dIl. Dalam
pemikiran Merton, bahwa struktur sosial semacam itu menghasilkan tekanan ke arah
anomie (strain toward anomie) dan perilaku menyimpang (dalam Sunarto, 1998).
Akibatnya, anak dari kelas bawah harus mencuri uang agar bisa membeli hadiah dan
datang ke pesta ulang tahun temannya. Anak tidak mau sekolah jika tidak dibelikan motor
oleh orang tuanya, dan lain sebagainya.

Berbagai kajian tersebut menunjukkan bahwa ABH adalah produk dari lingkungan
(keluarga, masyarakat, sekolah) dan kebijakan yang tidak ramah anak. Anak-anak tersebut
semestinya tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku kejahatan, lebih dari itu mereka

sesungguhnya adalah korban. Cara pandang guru yang menempatkan ABH sebagai korban,
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akan mendorong mereka untuk lebih berpihak pada anak. Berikut penuturan guru terkait
hal tersebut:

"...anak-anak harusnya tidak perlu dilaporkan ke Polsek. Mereka tidak tahu apa

yang mereka lakukan. Mereka tidak mengerti kalau mengambil skrup (baut) di

bantalan rel kereta api itu bisa membahayakan kereta api dan penumpangnya.

Pihak KAI juga tidak pernah mensosialisasikan tentbng hal itu. Anak-anak itu Cuma

iseng. Barangnya juga masih di simpan di tas untuk mainan, tidak sengaja

mencurinya untuk dijual...” (Ibu NH)

Sebaliknya, guru yang memposisikan ABH semata-mata sebagai pelaku kejahatan
cenderung bersikap menghukum dan tidak membela kepentingan terbaik anak. Salah
seorang guru bernama Bp.Wr menjelaskan:

"....ketika anak pertama kali masuk ke sekolah kami, sejak awal sudah diberitahu
tentang tata tertib sekolah yang harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Jadi setiap siswa
sudah tahu setiap point pelanggaran dan apa sanksinya. Hal itu untuk
mengantisipasi supaya sejak awal anak tidak melakukan pelanggaran terhadap tata
tertib sekolah. Jika ada siswa ada yang melanggar ya tahu bagaimana
konsckuensinya...”

Proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik
biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural, Sehingga, dalam perkembangannya
tidak semua anak tumbuh dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam
masyarakat. Dalam hal ini, maka sekolah dituntut untuk menyediakan layanan pendidikan
pada satuan pendidikan yang tidak hanya mengandalkan layanan pembelajaran mata
pelajaran/bidang studi dan manajemen saja, tetapi juga layanan khusus yang bersifat psiko-
edukatif melalaui layanan bimbingan dan konseling’'.

C. Sikap dan Tindakan Pendisiplinan yang Dilakukan Sekolah terhadap Anak
(Siswa) yang Berkonflik dengan Hukum
Menurut Foucault, disiplin merupakan konsep kunci untuk memahami teknik

kekuasaan. Teknik kekuasaan mau membidik kepatuhan, dan kepatuhan itu mempunyai

*! Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan
dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah
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makna kongkrit. Bagaimana secara riil dibentuk subyek-subyek yang patuh (Haryatmoko,
2014). Martono (2014) menjelaskan, mekanisme pendisiplinan yang dilakukan oleh
sekolah antara lain melalui standarisasi perilaku siswa yang diwujudkan dalam bentuk tata
tertib sekolah. Melalui tata tertib ini sekolah dapat dengan mudah mengklasifikasikan
“mana siswa yang disiplin dan mana yang tidak disiplin”, mana siswa yang patuh, mana
yang membangkang, mana siswa yang layak mendapat pujian, dan mana siswa yang layak
mendapat hukuman. Melalui tata tertib sekolah, semua warga sekolah (guru, siswa, orang
tua siswa) diarahkan pada suatu definisi yang sama terhadap ABH, yaitu siswa yang tidak
disiplin, membangkang dan layak untuk mendapatkan hukuman. Terkait dengan hal
tersebut, sikap dan tindakan pendisiplinan yang dilakukan sekolah terhadap ABH adalah:
Pertama, sebagian sekolah mengambil tindakan pendisiplinan dengan cara
mengeluarkan mereka dari sekolah. Alasanya, telah mencemarkan nama sekolah dan
berpotensi menularkan kenakalan terhadap anak yang lain. Berikut penuturan mereka:
“..tindakan anak tsb sudah mencemarkan nama sekolah. Siswa yang lain sudah
pada tahu. Bahkan wartawan juga sudah ada yang datang menanyakan hal itu.
Kalau tidak kami keluarkan, akan menimbulkan preseden buruk, sekolah dianggap

tidak tegas..” (Bp. TBS)

..... kalau kami tidak mengeluarkan, kami khawatir perilaku buruknya akan
menular pada siswa yang lain. Tidak hanya guru, tapi orang tua siswa juga takut
anaknya akan terpengaruh negatif. Sehingga sekolah juga ditekan oleh orang tua
siswa untuk mengeluarkan anak tsb dari sekolah ini..” (Ibu Id)

Kedua, beberapa sekolah mengambil keputusan untuk tetap memberi kesempatan
pada anak tersebut untuk bersekolah dengan jaminan komitmen orang tua untuk
melakukan pengawasan secara lebih ketat. Salah seorang guru mengungkapkan:

“....melalui rapat yang melibatkan guru BK, guru kelas, guru kesiswaan dan kepala

sekolah, kami meutuskan untuk memberi kesempatan anak itu untuk sekolah tetapi

harus ada jaminan dari orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih ketat,
orang tua harus membuat surat pernyataan di atas meterai..” (Ibu NH)

Ketiga, beberapa sekolah lainnya tetap memberi kesempatan anak bersekolah
dengan cara memberikan perhatian khusus dan meningkatkan intensitas komunikasi

dengan orang tuanya. Berikut penuturan salah seorang guru terkait hal tersebut:
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“...anak yang bermasalah dengan hukum itu pada dasarnya memiliki masalah
tertentu dalam keluarganya. Sehingga kami perlu memberikan perhatian khusus
terhadap anak tersebut. Mereka sesungguhnya hanya butuh orang lain lebih
perhatian dan menyayanginya. Kami juga bekerjasama dengan orang tuanya dan
sering menjalin komunikasi untuk melihat perilaku anak itu ketika di rumah..” (Ibu
Fa).

”...Siswa kami pernah dilaporkan ke Polisi karena terlibat tindak pencurian motor.

Kami mencoba mendalami alasan anak tersebut mencuri motor dan bagaimana

latar  belakang keluarganya. Kami tidak langsung menghukum apalagi

mengeluarkan anak dari sekolah. anak tetap kami minta untuk sekolah.” (Bp. Im)

Mengeluarkan anak dari sekolah menunjukkan bahwa sekolah lebih mengedepankan
citra sekolah dari pada berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sekolah seharusnya
menjadi menjadi wahana untuk menciptakan keadilan sosial, wahana untuk memanusiakan
manusia, serta wahana untuk pembebasan manusia. Pendidikan yang membebaskan,
memberdayakan semua orang menurut bakat dan keterbatasannya, sehingga menjadi orang
realis dan kreatif (Wahono, 2001).

KESIMPULAN

Respons sekolah terhadap anak (siswa) yang berkonflik dengan hukum ditunjukkan
melalui sikap dan tindakan pendisiplinan yang diambil. Pertama, sebagian sekolah
mengambil tindakan pendisiplinan dengan cara mengeluarkan mereka dari sekolah.
Alasanya, telah mencemarkan nama sekolah dan berpotensi menularkan kenakalan
terhadap anak yang lain. Kedua, beberapa sekolah mengambil keputusan untuk tetap
memberi kesempatan pada anak tersebut untuk bersekolah dengan jaminan komitmen
orang tua untuk melakukan pengawasan secara lebih ketat. Ketiga, beberapa sekolah
lainnya tetap memberi kesempatan anak bersekolah dengan cara memberikan perhatian
khusus dan meningkatkan intensitas komunikasi dengan orang tuanya.

Sikap dan tindakan pendisiplinan yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik anak
diasebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman guru terhadap hak-hak anak.
Oleh karenanya, kedepan perlu terus diupayakan berbagai program penguatan akan KHA
bagi para guru di sekolah. Harapannya, akan terwujud sekolah yang ramah anak.
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